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A. 	 URGENSI PENGATURAN H 
USAHA 

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Ta 

dad berbagai upaya yang mengatur mal 
usaha dan larangan melakukan praktik 1 

upaya unruk membentuk hukum persain 

tahun 1970-an. Berbagai rancangan und 
demis telah dimunculkan, namun barll 

karena desakan International Monetary Fu 
membentuk undang-undang yang meng. 

serius dilakukan (Hikmahanto Juwana, 1 

Sebenarnya sudah sejak lama masy 

para pelaku bisnis, merindukan sebuar 
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